PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PEREDARAN MINUMAN

Menimbang

Mengingat

BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16
Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan
Peredaran Minuman Beralkohol bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
sehingga harus dicabut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pengawasan Pengendalian dan Peredaran
Minuman Beralkohol;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


http://bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://bphn.go.id/data/documents/58uu020.pdf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Provinsi Maluku (Lembaran Daerah
Provinsi Maluku Tahun 2007 Nomor 03);

5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2011
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan,
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku
(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2011 Nomor
05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN
PENGENDALIAN DAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal 1

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengawasan,
Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Provinsi
Maluku Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.


jdih.malukuprov.go.id/peraturan/11pdmaluku005.pdf
jdih.malukuprov.go.id/peraturan/07pdmaluku003.pdf

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

PARAF KOORDINASI

Sekda

Asisten 1

Kepala BPPKAD

Karo Hukum dan HAM

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

ROSA FELISTAS FAR-FAR

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2013

GUBERNUR MALUKU,

KAREL ALBERT RALAHALU
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 16 TAHUN 2008

L.

II.

TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL

UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
maka sesuai ketentuan yang berlaku, pencabutan sebuah Peraturan Daerah
dapat dilakukan sekaligus dengan cara membentuk kembali Peraturan Daerah
baru yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku atau pencabutan
Peraturan Daerah tanpa membentuk Peraturan Daerah baru karena
kewenangan untuk itu sudah tidak ada lagi. Demikian pencabutan suatu
peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan dengan peraturan
perundang-undangan yang setara tingkatannya atau yang lebih tinggi.

Dengan demikian, jika berpedoman pada lampiran Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tersebut dikaitkan dengan ketentuan tentang Pencabutan sebuah
Peraturan Daerah, maka pencabutan Peraturan Daerah tentang Pengawasan,
Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol, sebelum ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah tidak dapat dicabut dengan Peraturan Gubernur.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi
Maluku Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan
Peredaran Minuman Beralkohol.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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